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Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pengaturan kewajiban pelaporan advokat kepada PPATK
terhadap klien dengan indikasi transaksi keuangan mencurigakan, kedudukan advokat dalam posisinya
sebagai pelapor sekaligus menjaga kerahasiaan klien, serta bagaimana seharusnya pengaturan pelaporan
advokat terhadap PPATK. Peneletian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan melihat norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Advokat,
dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian tesis
ini yaitu pengaturan kewajiban advokat kepada PPATK diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021. Profesi advokat tidak ditegaskan dalam Undang-
Undang TPPU, melainkan pada Peraturan Pemerintah. Sementaraitu, kedudukan advokat dari segi etika
harus mengesampingkan kode etik advokat dalam perkara TPPU. Dari segi peraturan perundang-undangan,
kedudukan advokat dapat melakukan pelaporan terhadap kliennya dengan didasari keyakinan kuat bahwa
aset milik kliennya diperoleh dengan carailegal. Seharusnya, dalam pengaturan kewajiban pelaporan
advokat dalam perkara TPPU dicantumkan dalam aturan setingkat undang-undang serta juga ditegaskan
pengecualian atau pengkhususan atas kode etik profesinya sehingga menjadi jelas batas-batasnya.

...... The problems in this study include the regulation of the obligation to report advocates to PPATK against
clients with indications of suspicious financial transactions, the position of advocatesin their position as
reporters while maintaining client confidentiality, and how should the arrangement of reporting advocates to
PPATK. This research uses the juridical-normative method by looking at the legal norms contained in the
legislation, especially the Law on Advocates, and the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of
Money Laundering. The result of thisthesis research is that the regulation of the obligation of advocates to
PPATK isregulated in Law Number 18 of 2010 in conjunction with Government Regulation Number 61 of
2021. The profession of advocate is not defined in the Money Laundering Law, but in a Government
Regulation. Meanwhile, the position of an advocate in terms of ethics must override the code of ethics for
advocates in Money Laundering cases. In terms of laws and regulations, the position of an advocate can
report to his client based on a strong belief that his client's assets were obtained illegally. Supposedly, in the
regulation of the obligation to report advocates in money laundering offenses cases, it should be included in
therules at the level of the law and aso emphasized the exceptions or specializations of the professional
code of ethics so that the boundaries are clear.
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